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ABSTRAK

Analisis Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Oleh:
Dikko Alrakhman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan,
pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran (variabel endogen) serta variabel
eksogen lain yang mempengaruhinya di Pulau Sumatera. Data yang digunakan
merupakan data panel dengan 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama
sepuluh tahun (2011-2020), dan teknik pengolahan data yang digunakan adalah
model ekonometrika persamaan simultan. Hasil penelitian menemukan bahwa
secara simultan terdapat hubungan dua arah yang berkorelasi negatif dan
signifikan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera;
dan adanya kausalitas dua arah yang juga berkorelasi negatif dan signifikan antara
pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Sementara, hubungan antara
variabel ketimpangan dengan pengangguran di Pulau Sumatera tidak signifikan.
Kontribusi yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi
pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan agar lebih tepat sasaran
dalam upaya menurunkan ketimpangan dan pengangguran serta mendorong
pertumbuhan ekonomi, terutama bagi Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera.

Kata Kunci: Ketimpangan, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran, Pulau
Sumatera



ABSTRACT

An Analysis on Inequality, Economic Growth, and Unemployment of

Regency/City in Sumatera Island

By:
Dikko Alrakhman

This study analyzed the relationship between inequality, economic growth,
unemployment (endogenous variables), and other exogenous variables affecting
the relationship. The panel data included 154 cities and regencies in Sumatera
Island for ten consecutive years (2011-2020). Data were analyzed using
simultaneous equations models for econometrics. Our findings confirmed (1) a
negatively correlated, significant, and simultaneous two-way relationship between
inequality and growth and (2) a negatively correlated and significant two-way
causality between economic growth and unemployment. However, the
relationship between inequality and unemployment was not significant. Our
findings will be helpful to make better policies to reduce inequality and
unemployment and encourage economic growth, especially for the local
governments in Sumatera Island.

Keywords: Inequality, Economic Growth, Unemployment Rate, Sumatera Island
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1.1. Latar Belakang

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan
pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus menghapus dan mengurangi
tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro
& Smith, 2006). Meskipun pertumbuhan ekonomi adalah dasar untuk
meningkatkan pendapatan nasional, hal tersebut tidak selalu menghasilkan
distribusi atau pengurangan kemiskinan yang lebih baik. Akibatnya, kebijakan
yang hanya berkonsentrasi pada pertumbuhan hanya melihat sebagian dari
masalah pembangunan (Klasen, 2005). Sementara, menurut Richardson (1977)
kesenjangan wilayah muncul karena adanya trade off antara pertumbuhan
ekonomi dengan pemerataan pembangunan, di mana proses pembangunan yang
menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada
sulitnya pemerataan pembangunan.

Kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah merupakan masalah
universal karena pada tingkat apa pun kesenjangan selalu ada yang disebabkan
oleh perbedaan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Meskipun ketimpangan wilayah dan distribusi pendapatan bersifat "alamiah™ dan
universal yang tidak dapat dihindari, kondisi tersebut dapat diubah melalui proses
pembangunan dan kebijakan (Kuncoro, 2004). Shankar & Shah (2003)

menyebutkan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan suatu perkembangan



yang selalu ada di berbagai negara, terutama pada negara dengan geografis dan
wilayah yurisdiksi yang luas.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam
pembangunan suatu daerah. Ketimpangan tersebut terjadi karena sektor-sektor
utama daerah hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja (Soenandar, 2005).
Fleisher, et. al. (2010) mengatakan bahwa faktor penentu kesenjangan antar
wilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur.
Sementara, Cherodian & Thirlwall (2015) menyebutkan ketimpangan antar
wilayah akan mengakibatkan migrasi penduduk yang bekerja dan berpindahnya
modal dari daerah yang tertinggal menuju daerah yang maju.

Secara umum, hasil studi mengenai ketimpangan di Indonesia yang sudah
dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan
antar daerah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Bahkan,
ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia lebih tinggi di antara
negara-negara berkembang (Akita, 1988).

Williams, et. al. (2003) menyatakan bahwa salah satu pemicu ketimpangan
distribusi pendapatan adalah disparitas regional. Indonesia terdiri dari 34 provinsi
dengan perbedaan struktur perekonomian terkait dengan beragamnya faktor
endowment yang dimiliki. Hal ini mendorong timbulnya masalah disparitas
kinerja perekonomian regional yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan
pertumbuhan ekonomi antar provinsi di mana output provinsi yang lebih kaya
dengan faktor endowment dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan provinsi

yang lebih langka faktor endowment-nya.



Fenomena perbedaan kinerja perekonomian regional dapat dilihat dari
adanya perbedaan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
antar pulau di Indonesia. Pada tahun 2020 Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia mencapai 10.722 triliun rupiah, sedangkan nilai PDB per kapita sebesar
39,557 juta rupiah. Nilai PDB tersebut dibentuk dari angka output seluruh
provinsi di Indonesia.

Selama kurun waktu antara tahun 2016-2020 Pulau yang memiliki angka
PDRB per kapita di atas PDB per kapita hanya ada 2 pulau yaitu Pulau
Kalimantan dan Jawa. Sementara, pulau lainnya memiliki nilai PDRB per kapita
di bawah PDB per kapita. Pulau Kalimantan memiliki PDRB per kapita tertinggi
yaitu sebesar 53,560 juta rupiah di tahun 2020, sedangkan PDRB per kapita
terkecil tahun 2020 adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai sebesar
20,576 juta rupiah. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk melihat
tingkat kesejahteraan masyarakat atau pendapatan masyarakat di suatu daerah.
Adanya perbedaan kondisi nilai PDRB per kapita antar pulau menjadi salah satu
indikasi adanya ketimpangan atau disparitas antardaerah di Indonesia. Namun
demikian, ternyata tidak hanya PDRB per kapita yang menunjukkan kondisi
disparitas tetapi juga angka pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pengangguran
antar pulau di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang beragam. Guclu (2017)
menyebut pengangguran sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang paling

penting.



Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, PDRB per
Kapita, dan Tingkat Pengangguran Menurut Pulau di Indonesia
Tahun 2016-2020

Pulau
Uraian Bali dan ) | Maluku | |ndonesia
Sumatera Jawa Nusa Kalimantan | Sulawesi dan
Tenggara Papua
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Tahun 2016 4,28 5,60 5,91 2,00 741 741 5,03
Tahun 2017 4,28 5,62 3,69 4,34 6,95 4,89 5,07
Tahun 2018 4,52 5,70 2,67 3,84 8,95 6,98 5,17
Tahun 2019 4,55 5,48 5,03 4,99 6,96 -7,44 5,02
Tahun 2020 -1,19 -2,51 -5,01 -2,27 0,23 1,44 -2,07
PDB/PDRB
(Miliar
Rupiah)

Tahun 2016 | 2.044.984 | 5.545.720 | 291.499 807.896 563.958 | 244.777 | 9.434.613

Tahun 2017 | 2.132.579 | 5.857.508 | 302.267 842.972 603.147 | 256.751 | 9.912.928

Tahun 2018 | 2.229.071 | 6.191.172 | 310.351 875.369 657.105 | 274.669 | 10.425.852

Tahun 2019 | 2.330.579 | 6.530.684 | 325.950 919.007 702.810 | 254.246 | 10.949.038

Tahun 2020 | 2.302.731 | 6.367.054 | 309.626 898.174 704.423 | 257.903 | 10.722.443

PDB/PDRB

per Kapita

(Ribu Rupiah)
Tahun 2016 36.440 37.809 20.385 51.672 29.724 34.957 36.469
Tahun 2017 37.446 39.531 20.861 52.937 31.383 35.987 37.851
Tahun 2018 38.589 41.375 21.145 54.002 33.764 37.800 39.341
Tahun 2019 39.798 43.232 21.930 55.725 35.676 34.369 40.843
Tahun 2020 38.808 41.765 20.576 53.560 35.338 34.260 39.557

Tingkat

Pengangguran

(%)
Tahun 2016 5,43 6,16 3,02 5,51 4,21 4,78 5,61
Tahun 2017 5,20 6,00 2,69 5,04 4,94 5,41 5,50
Tahun 2018 5,11 5,86 2,59 4,70 4,45 4,54 5,30
Tahun 2019 5,04 5,77 2,68 4,61 4,24 4,77 5,23
Tahun 2020 6,14 8,09 4,69 5,52 5,45 5,50 7,07

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2021
dan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020, 2020 (diolah)




Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2020 terdapat pulau yang memiliki
tingkat pengangguran yang cukup tinggi yaitu Pulau Jawa dengan angka sebesar
8,09%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran
Pulau lainnya dan bahkan di atas angka pengangguran Indonesia (7,07%).
Sementara, tingkat pengangguran terendah ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara
yaitu sebesar 4,69% di tahun 2020. Di sisi lain, pada indikator pertumbuhan
ekonomi terlihat bahwa adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi
antarpulau. Ada pulau yang mengalami pertumbuhan ekonomi vyaitu Pulau
Sulawesi dan Pulau Maluku dan Papua, sedangkan pulau lainnya tidak mengalami
pertumbuhan ekonomi.

Di pihak lain, hadirnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak
pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia COVID-19 telah menjangkiti
lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020.
Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah
menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat
kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat (SMERU, 2021). Pemerintah
mengambil langkah-langkah kebijakan konkret untuk menangani pandemi
COVID-19 yang pada akhirnya mengurangi frekuensi mobilitas masyarakat dan
kegiatan tidak berjalan normal sebagaimana sebelum datangnya pandemi COVID-
19. Dengan demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada
kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian,

pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.



Badan Pusat Statistik (2021) mencatat tingkat pengangguran terbuka
(TPT) Indonesia di pertengahan tahun 2020 mencapai sebesar 7,07%, meningkat
1,84 poin persen dibandingkan dengan tahun 2019. Kinerja tingkat pengangguran
di tahun 2020 tersebut dapat dikatakan relatif cukup tinggi meskipun masih di
bawah 10%. Lebih lanjut, BPS (2020) juga mendokumentasikan fakta bahwa
terdapat 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-
19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,56 juta orang), Bukan
Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta orang), sementara tidak
bekerja karena COVID-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang
mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (24,03 juta orang). Sejalan
dengan kondisi pengangguran Indonesia yang meningkat tersebut, ternyata
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kemerosotan yang cukup
signifikan hingga pada level -2,07 persen. Artinya perekonomian Indonesia di
tahun 2020 tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami resesi yang secara
makro juga dipicu oleh situasi muncul dan berkembangnya pandemi COVID-19
di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami
resesi, salah satu pulau yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun
2020 adalah Pulau Sumatera dengan kontraksi sebesar -1,19%. Selain itu, selama
kurun waktu antara tahun 2016-2020 angka pertumbuhan ekonomi Pulau
Sumatera relatif berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan,
capaian PDRB per kapita Pulau Sumatera juga lebih rendah dari PDB per kapita

selama periode tersebut. Sementara, jika dilihat dari indikator tingkat



pengangguran ternyata tingkat pengangguran Pulau Sumatera relatif tinggi yaitu
rata-rata sebesar 5,38% dalam periode tahun 2016-2020, hampir mendekati angka
rata-rata pengangguran Indonesia (5,74%). Capaian indikator tersebut
mengindikasikan bahwa Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan

ekonomi dan masih menghadapi permasalahan pengangguran.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi di
Pulau Sumatera Tahun 2016-2020

Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pengangguran (%)

No. Provinsi
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Aceh 329 | 4,18 | 461 | 4,214 | -0,37 | 7,57 | 6,57 | 6,34 | 6,17 | 6,59
2 | Sumatera Utara 518 | 5,12 | 5,18 | 5,22 | -1,07 | 5,84 | 5,60 | 555 | 5,39 | 6,91
3 | Sumatera Barat 527 | 530 | 5,14 | 5,01 | -1,60 | 5,09 | 558 | 5,66 | 538 | 6,88
4 | Riau 2,18 | 2,66 | 2,35 | 2,81 | -1,12 | 7,43 | 6,22 | 598 | 5,76 | 6,32
5 | Jambi 437 | 460 | 469 | 437 | -0,46 | 4,00 | 3,87 | 3,73 | 4,06 | 513
6 | Sumatera Selatan | 5,04 | 551 | 6,01 | 5,69 | -0,11 | 4,31 | 4,39 | 4,27 | 453 | 5,51
7 | Bengkulu 528 | 4,98 | 497 | 494 | -0,02 | 3,30 | 3,74 | 3,35 | 3,26 | 4,07
8 | Lampung 514 | 516 | 5,23 | 5,26 | -1,67 | 4,62 | 4,33 | 4,04 | 4,03 | 4,67
9 | Bangka Belitung | 4,10 | 4,47 | 4,45 | 3,32 | -2,30 | 2,60 | 3,78 | 3,61 | 3,58 | 5,25
10 | Kepulauan Riau 498 | 198 | 4,47 | 484 | -380| 7,69 | 7,16 | 8,04 | 7,50 | 10,34
Sumatera 428 | 428 | 452 | 455 | -1,19 | 543 | 520 | 5,11 | 5,04 | 6,14
Indonesia 5,03 | 507 | 517 | 5,02 | -2,07 | 561 | 550 | 5,30 | 5,23 | 7,07

Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2021; dan Keadaan Angkatan
Kerja di Indonesia Agustus 2020, 2020 (diolah)

Di sisi lain, indikasi ketimpangan tidak hanya terjadi antar pulau di
Indonesia tetapi juga antar provinsi di Pulau Sumatera. Angka pertumbuhan

ekonomi dan tingkat pengangguran antar provinsi di Pulau Sumatera cenderung




bervariasi dalam periode tahun 2016-2020, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel
1.2. Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Pulau
Sumatera relatif dapat dikatakan timpang karena ada daerah yang memiliki
pertumbuhan sangat rendah (kisaran 1%) dan ada daerah yang pertumbuhannya
lebih dari 6%. Bahkan di tahun 2020 seluruh provinsi tidak ada yang mengalami
pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang sama juga terjadi pada capaian tingkat
pengangguran, di mana ada daerah yang memiliki tingkat pengangguran di bawah
3% dan ada daerah dengan tingkat pengangguran melebihi 10% selama periode
2016-2020.

Selanjutnya, tingkat ketimpangan di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh
angka Indeks Williamson. Jika nilai Indeks Williamson semakin tinggi mendekati
angka 1 maka artinya tingkat ketimpangan di suatu daerah semakin tinggi.
Sebaliknya, jika nilai Indeks Williamson semakin rendah mendekati angka 0 maka
artinya tingkat ketimpangan di suatu daerah semakin rendah. Nilai Indeks
Williamson antarprovinsi di Pulau Sumatera dalam kurun waktu antara tahun
2016-2020 dapat dikatakan cukup timpang. Dikatakan demikian karena ada
provinsi dengan Indeks Williamson yang tinggi seperti Provinsi Riau dan
Kepulauan Riau (lebih dari 0,2). Sementara, di sisi lain ada provinsi dengan
indeks Williamson yang rendah seperti Provinsi Jambi (berkisar 0,001) dan
Kepulauan Bangka Belitung (berkisar 0,02). Hal ini sebagaimana dapat dilihat

pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1

Indeks Williamson Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020

Tingkat ketimpangan yang beragam antar provinsi di Pulau Sumatera
dapat ditentukan oleh kondisi masing-masing daerah baik secara geografis
maupun demografis. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian
di suatu daerah. Apabila dilihat dari jumlah penduduk setiap provinsi di Pulau
Sumatera terlihat sangat bervariasi. Ada daerah dengan jumlah penduduk yang
besar seperti Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 14,798 juta jiwa pada tahun
2020, dan ada daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit seperti Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 1,469 juta jiwa. Hal ini sebagaimana

dapat dilihat pada Lampiran 1.
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Di samping adanya perbedaan jumlah penduduk, provinsi-provinsi di
Pulau Sumatera juga mengalami perbedaan dalam hal pendapatan yang dilihat
dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Nilai PDRB per
kapita tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2016-
2020 dengan angka rata-rata sebesar 80,471 juta rupiah, sementara provinsi yang
memiliki nilai PDRB per kapita terendah adalah Provinsi Bengkulu dengan rata-
rata sebesar 22,999 juta rupiah dalam kurun waktu antara tahun 2016-2020. Selain
itu, dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera ternyata hanya terdapat tiga
provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita di atas nilai PDRB per kapita Pulau
Sumatera dalam periode tahun 2016-2020 yaitu Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Dengan demikian, perbedaan kondisi
perekonomian yang cukup signifikan antardaerah di Pulau Sumatera
mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah.

Thornton (2007) menyebut bahwa penurunan disparitas pendapatan
antardaerah salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan
perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan karena
kebijakan ditentukan sesuai dengan potensi setiap daerah dan lebih mampu
memperhitungkan kondisi regional dalam penyediaan barang-barang, seperti
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara, menurut Brodjonegoro
(2003) desentralisasi fiskal merupakan perwujudan dari ‘money follow function’
dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Semangat yang

mendasari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk lebih
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mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kebijakan
pembangunan yang terpusat pada era sebelumnya telah menimbulkan berbagai
permasalahan dalam pembangunan termasuk salah satunya kesenjangan
pembangunan antardaerah. Oleh karena itu, orientasi lainnya dari desentralisasi
fiskal adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Jika melihat kondisi fiskal provinsi-provinsi di Pulau Sumatera baik dari
sisi anggaran pendapatan daerah maupun belanja daerah, maka kecenderungannya
cukup bervariatif antardaerah. Dari sisi belanja daerah, terlihat bahwa kemampuan
pengeluaran atau belanja daerah antarprovinsi di Pulau Sumatera relatif beragam
baik untuk komponen belanja langsung maupun belanja tidak langsung,
sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.3. Umumnya sebagian besar belanja
daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dialokasikan pada belanja tidak
langsung. Jika dilihat secara besaran realisasi anggaran maka pada tahun 2020
provinsi dengan belanja daerah terbesar adalah Provinsi Aceh dengan realisasi
anggaran mencapai 13,242 triliun rupiah. Sementara terdapat provinsi dengan
kemampuan belanja yang kecil yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
anggaran sebesar 2,575 triliun rupiah. Adapun rata-rata anggaran belanja daerah
seluruh provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2020 adalah sebesar 7,052 triliun

rupiah.
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Tabel 1.3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020 (Rupiah)

Pendapatan Daerah Belanja Daerah

Dana Perimbangan

No. Provinsi Perlasean Lain-Lain Belanja Belanja
Asli Daerah DBH Pajak DB_H Bukan DAU DAK P;r;ﬂgpgsn ikl Le-ll;:g:ukng Langsung i
Pajak/ SDA

1 Aceh 2570.775.877 127.272.936  414.312570 1.956.492.796 1.762.270.402 7.608.795.976 14.439.920.557 7.772.191.996 5.470.020.806 13.242.212.802
2 SumateraUtara  5531.237.379 426453173  42.230.415 2.474.465.343 4.404.509.181  37.374.259 12.916.350.750 9.192.545413 3.461.062.021 12.653.607.434
3 SumateraBarat  2.255.072.987 127.288.301  18.332.663 1.891.323.979 1.965523.937  106.523.889  6.364.065.756 4.412.967.831 1.995.325.958  6.408.293.789
4 Riau 3.333.176.033 757.212.988 1.075.685.391 1.432.349.278 2.000.906.541  23.494.618  8.622.824.849 5.133.319.819 3.039.386.656  8.172.706.475
5 Jambi 1535.183.486 157.683.636  286.925.939 1.288.418.327 1.116.093.491  16.319.493  4.400.624.372 2.986.488.749 1.443.904.002  4.430.392.751
6  SumateraSelatan  3.375.100.985 851.548.469 1.081.720.900 1.568.602.615 2.333.802.709  67.744.382  9.278.520.060 6.460.302.189 3.057.461.305  9.517.763.494
7 Bengkulu 712.345549 42230825  28.909.972 1.219.949535  136.449.001  647.043.064 2.786.928.036 1.699.580.773  998.877.305  2.698.458.078
8  Lampung 2.842.286.479 125.017.499  32.776.464 1732.551.921  571.540.326 1.715.146.783 7.019.319.472 4.551.254.975 2.416.103.473  6.967.358.448
9 §§E§L1”§2|itung 683.432.675 32.807.368  84.352.916  942.308.451 545345061  117.013.836  2.405.260.307 1.463.855.692 1.111.314.744  2.575.170.436
10  KepulauanRiau  1.195.634.364 196.946.331  262.818.832 1.099.291.405  723.298.812  36.410.350  3.514.400.094 2.020.630.679 1.834.665.613  3.855.296.292

Rata-Rata 2.403.424.581 284.446.153  332.806.606 1.560.575.365 1.555.982.955 1.037.586.665  7.174.822.325 4.560.313.812 2.482.812.188  7.052.126.000

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021, 2021
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Instrumen belanja daerah yang dianggarkan oleh setiap Pemerintah
Provinsi tentu direncanakan sesuai dengan tingkat kemandirian daerah tersebut
yang ditunjukkan dari besaran anggaran pendapatan daerah. Ini artinya bahwa
belanja daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan pendanaan
daerah yang bersumber dari pendapatan daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal
daerah harus dapat merefleksikan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
secara optimal. Sama halnya dengan perbedaan kemampuan belanja daerah
antarprovinsi di Pulau Sumatera, anggaran pendapatan daerah antarprovinsi di
Pulau Sumatera tahun 2020 juga menunjukkkan kondisi yang relatif beragam baik
untuk jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/transfer maupun
lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Tabel 1.3, diketahui bahwa di tahun 2020 provinsi yang
memiliki pendapatan cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau
Sumatera adalah Provinsi Aceh yaitu sebesar 14,440 triliun rupiah. Selain itu,
terdapat beberapa provinsi lain yang juga memiliki pendapatan besar di antaranya
Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau. Adapun provinsi yang
memiliki pendapatan terkecil di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yaitu sebesar 2,405 triliun rupiah. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa perbedaan kondisi fiskal yang signifikan antardaerah di Pulau
Sumatera menunjukkan adanya ketimpangan fiskal.

Di pihak lain, secara umum kondisi fiskal yang terjadi di setiap provinsi
menunjukkan pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari dana

perimbangan, kecuali Provinsi Lampung yang pada tahun 2020 pendapatan
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terbesarnya berasal dari PAD dan Provinsi Aceh yang pendapatan terbesarnya
berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini mengindikasikan bahwa
Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera masih bergantung pada dana transfer yang
berasal dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, dana perimbangan
antarprovinsi ternyata juga bervariatif pada tahun 2020, khususnya pada
komponen dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

Pada tahun 2020 ada provinsi dengan dana bagi hasil (DBH) bukan pajak/
sumber daya alam yang cukup besar seperti Provinsi Sumatera Selatan (1,082
triliun rupiah) dan Riau (1,076 triliun rupiah). Sementara, provinsi dengan DBH
bukan pajak/sumber daya alam yang relatif kecil antara lain Provinsi Sumatera
Barat (18,333 miliar rupiah), Bengkulu (28,910 miliar rupiah) dan Lampung
(32,776 miliar rupiah). Karena pendapatan daerah yang bersumber dari DBH
bukan pajak/sumber daya alam sangat ditentukan oleh besaran kontribusi hasil
SDA daerah tersebut secara nasional (misalnya sektor migas) maka kondisi
demikian telah mencerminkan adanya perbedaan atau disparitas kandungan
sumber daya alam antarprovinsi di Pulau Sumatera, khususnya antara daerah
penghasil dan bukan penghasil. Menurut Sjafrizal (2018) perbedaan kandungan
sumber daya alam pada masing-masing daerah merupakan faktor yang
menyebabkan ketimpangan yang terjadi di suatu daerah.

Selain itu, ada juga faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan di
suatu daerah yaitu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang
dan jasa tersebut menunjukkan Kinerja perdagangan yang terjadi di suatu daerah.

Thomas (2009) menyebut bahwa liberalisasi perdagangan telah terbukti
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meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan. Jika mencermati
kondisi perdagangan antarprovinsi di Pulau Sumatera yang dilihat dari nilai
ekspor dan impor yang dihasilkan oleh setiap provinsi maka diketahui bahwa nilai
ekspor maupun impor antarprovinsi sangat bervariatif. Bahkan ada provinsi yang
mengalami surplus atau defisit perdagangan. Kinerja perdagangan yang surplus
menunjukkan bahwa kemampuan ekspor daerah tersebut lebih besar daripada
impor. Sebaliknya, jika perdagangan suatu daerah defisit maka ini merupakan
indikasi jumlah impor yang lebih besar daripada ekspor.

Pada tahun 2020 terdapat provinsi dengan nilai ekspor neto yang cukup
besar dan menunjukkan surplus perdagangan yaitu seperti Provinsi Riau (146,833
triliun rupiah) dan Sumatera Utara (53,551 triliun rupiah). Sementara, provinsi
dengan nilai ekspor neto yang kecil/negatif dan menunjukkan defisit perdagangan
antara lain seperti Provinsi Bengkulu (-13,709 triliun rupiah) dan Aceh (10,796
triliun rupiah) sebagaimana dapat dilihat pada data terlampir (Lampiran 2).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa situasi perdagangan antarprovinsi di
Pulau Sumatera cukup beragam dan timpang.

Kinerja perdagangan yang beragam antarprovinsi di Pulau Sumatera
terjadi karena adanya perbedaan keuntungan komparatif (comparative advantage)
secara relatif yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga mendorong terjadinya
spesialisasi produksi pada komoditas tertentu. Terjadinya spesialisasi produksi
tersebut mengindikasikan adanya perbedaan basis sektor ekonomi yang dimiliki
oleh masing-masing daerah, yang sekaligus juga menunjukkan potensi ekonomi

dari setiap daerah. Oleh karena itu, basis/potensi ekonomi juga menjadi faktor
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yang penting untuk mengakselerasi pembangunan suatu daerah dan menurunkan
ketimpangan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004)
bahwa ketimpangan antardaerah dapat dikurangi jika Pemerintah di daerah yang
bersangkutan menerapkan kebijakan pembangunan berdasarkan potensi masing-
masing daerah.

Potensi/basis sektor ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera cenderung
bervariatif yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok sektor ekonomi yaitu
basis sektor pertanian, industri, dan jasa, sebagaimana yang ditunjukkan pada
gambar terlampir (Lampiran 3). Identifikasi terhadap sektor basis yang dimiliki
setiap provinsi begitu penting untuk melihat persebarannya terkhusus dalam
lingkup Pulau Sumatera serta menggali potensinya.

Selanjutnya, Sjafrizal (2018) mengungkapkan bahwa disparitas
antardaerah yang terjadi juga dapat disebabkan oleh pemekaran wilayah baik
terjadinya kemunduran kegiatan ekonomi pada daerah pemekaran baru maupun
pada daerah lama (induk). Apabila dilihat dari sejarah pembentukan daerah
otonom Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera hingga saat ini maka diketahui
ada dua daerah otonom yang dapat dikatakan sebagai daerah yang relatif masih
cukup muda/baru dibandingkan dengan daerah otonom lainnya. Daerah otonom
tersebut adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang
dibentuk masing-masing pada tahun 2000 dan 2002, sebagaimana data terlampir
(Lampiran 4). Pemekaran kedua daerah tersebut terjadi sejak diterbitkannya
regulasi tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah.
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Menurut Thomas (2009) ketimpangan berdampak pada pertumbuhan baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan akumulasi modal
fisik dan manusia. Investasi berperan penting dalam mendorong proses
pembangunan sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.
Situasi investasi di suatu daerah dapat dilihat salah satunya dari nilai pembentukan

modal tetap bruto (PMTB) setiap tahunnya.

Tabel 1.4
Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Menurut Provinsi di
Pulau Sumatera Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

No. Provinsi Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Aceh 40.598 39.422 40.769 43.514 45.145
2 | Sumatera Utara 135.208 142.014 150.803 163.244 161.328
3 | Sumatera Barat 44.222 46.182 47.807 50.275 48.958
4 | Riau 139.706 141.711 147.051 150.885 148.082
5 | Jambi 29.039 30.128 30.778 31.894 32.227
6 | Sumatera Selatan 101.310 107.288 111.301 113.186 114.605
7 Bengkulu 17.404 18.463 19.497 20.471 20.134
8 | Lampung 67.779 72.862 79.145 82.805 78.715
9 | Kep. Bangka Belitung 10.451 11.111 11.780 12.453 11.634
10 | Kepulauan Riau 62.585 63.509 69.263 73.447 69.714
Sumatera 648.302 672.689 708.196 742.176 730.543

Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2016-2020, 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa nilai PMTB antarprovinsi di Pulau
Sumatera relatif beragam selama kurun waktu antara tahun 2016-2020. Secara
keseluruhan nilai PMTB Pulau Sumatera mencapai 730.543 miliar rupiah di tahun

2020. Dari angka tersebut provinsi yang memiliki nilai PMTB tertinggi adalah
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Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 161.328 miliar rupiah. Sementara, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nilai PMTB terkecil
(11.634 miliar rupiah). Secara umum, seluruh provinsi di Pulau Sumatera
mengalami tren perkembangan kinerja PMTB yang semakin meningkat dalam
periode tahun 2016-2020. Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa
tingkat investasi setiap provinsi di Pulau Sumatera terus mengalami peningkatan.

Tingkat investasi/modal (capital) menjadi salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan, akan tetapi terdapat faktor lain yang juga
berpengaruh terhadap pertumbuhan sesuai perkembangan teori pertumbuhan
neoklasik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2006) bahwa
model pertumbuhan neoklasik Solow menambahkan faktor kedua yaitu tenaga
kerja dan variabel ketiga yaitu teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan.
Faktor tenaga kerja dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mana
dapat ditunjukkan dari kondisi angkatan kerja di suatu daerah dengan indikator
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dalam periode 2016-2020 diketahui
TPAK sejumlah provinsi di Pulau Sumatera cukup bervariasi, sebagaimana dapat
dilihat pada Lampiran 5. Di tahun 2020 ada provinsi dengan angka TPAK yang
tinggi seperti Provinsi Bengkulu (71,73%) dan Lampung (70,16%). Sementara,
provinsi dengan angka TPAK vyang relatif kecil antara lain Provinsi Riau
(65,24%) dan Aceh (65,10%).

Di pihak lain, tingkat pengangguran di suatu daerah ditentukan salah
satunya oleh faktor inflasi (Smit, et. al., 1996). Apabila melihat kinerja inflasi

antarprovinsi di Pulau Sumatera selama periode tahun 2016-2020 maka dapat
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dikatakan cukup beragam sebagaimana data terlampir (Lampiran 6). Hal ini
karena ada provinsi dengan tingkat inflasi yang rendah (di bawah 1%) dan ada
provinsi dengan tingkat inflasi yang tinggi (lebih dari 5%). Bahkan ada provinsi
yang mengalami deflasi. Namun demikian, secara umum tingkat inflasi provinsi-
provinsi di Pulau Sumatera relatif cukup baik dan stabil karena masih berada di
bawah angka 5%. Rahardja & Manurung (2008) mengatakan umumnya ekonom
sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Sementara,
Samuelson & Nordhaus (2005) mengkategorikan inflasi di bawah 10% sebagai
low inflation atau disebut juga inflasi satu digit (single digit inflation).

Selanjutnya, tingkat pengangguran suatu daerah tidak hanya dipengaruhi
oleh inflasi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti tingkat pendidikan
penduduk pada daerah bersangkutan. Todaro & Smith (2006) mengemukakan
bahwa untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern, sangat ditentukan oleh
tingkat pendidikan seseorang. Oleh karena itu, tingkat permintaan terhadap
pendidikan akan sangat tinggi. Tingkat pendidikan antarprovinsi di Pulau
Sumatera yang ditunjukkan oleh indikator rata-rata lama sekolah relatif beragam
berkisar antara 8% hingga 10% dalam kurun waktu antara tahun 2016-2020 (data
terlampir).

Ketimpangan sekali lagi menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan
(Stiglitz, 2012), yang melibatkan para pemimpin dunia, termasuk Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Amerika Serikat. Bahkan, pemerataan
telah menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)

pasca agenda pembangunan PBB Tahun 2015, dan kini fokus perang terhadap
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kemiskinan telah bergeser ke arah perang melawan ketimpangan (Wei, 2017).
Sejalan dengan konsensus global tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah
berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Salah satu tujuan dari 17 tujuan yang terkandung di dalam SDGs
adalah Berkurangnya Kesenjangan/Reduced Inequalities (Tujuan 10). Dengan
demikian, komitmen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah berupaya
untuk memberikan perhatian dan respon terhadap isu mengenai ketimpangan yang
kini masih terjadi.

Ketimpangan antardaerah akan terus terjadi bahkan meningkat apabila
tidak adanya implikasi kebijakan Pemerintah dalam menurunkan ketimpangan
tersebut, baik dari sisi fiskal maupun distribusi pendapatan (Wardhana, dkk.,
2013). Ketimpangan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kemudian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah pun akan mengalami
penurunan (Alesina & Rodrik, 1994). Sementara, pengangguran cenderung
mengarah pada peningkatan ketimpangan. Oleh karena itu, tingkat pengangguran
yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan jangka panjang akan lebih
relevan apabila pengangguran yang tinggi dan terus-menerus dikaitkan dengan
peningkatan ketimpangan (Castells-Quintana & Royuela, 2012).

Sejumlah penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis hubungan
antarvariabel ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran telah

menghasilkan temuan yang kuat adanya hubungan antara ketimpangan,



21

pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Lundberg & Squire (2003), Huang, et.
al. (2009) membuktikan bahwa secara simultan baik ketimpangan maupun
pertumbuhan memiliki dampak negatif satu sama lain. Chemli & Smida (2013)
menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berjalan ke arah yang
berlawanan. Sejalan dengan hal tersebut, Easterly (2007) juga membuktikan
bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ketimpangan dan
pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selanjutnya, Lessmann (2009) menemukan bahwa tingkat pengangguran
yang tinggi berdampak terhadap ketimpangan regional yang lebih tinggi. Tamai
(2009) membuktikan bahwa ketimpangan dan pengangguran berkorelasi positif.
Sementara, Thayaparan (2014) menemukan bahwa ada kausalitas dua arah antara
pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama dilakukan oleh
Kizys & Pierdzioch (2009), Ahmed & Wahid (2011) yang menemukan hubungan
negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Adapun Martin &
Rogers (2000) melaporkan dampak negatif dan signifikan dari tingkat
pengangguran rata-rata terhadap pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara
industri dan kawasan Eropa.

Konsep pengangguran dan pertumbuhan ekonomi keduanya begitu penting
dalam hal perumusan kebijakan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi
merupakan indikator paling penting untuk mencapai target ekonomi makro bagi
negara maju dan berkembang. Sementara konsep pengangguran merupakan
indikator yang sangat penting dalam hal indikator sosial. Variabel-variabel ini

menjadi penting karena keduanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi
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kehidupan ekonomi dan sosial (Soylu, 2018). Dengan demikian, variabel
pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat menjadi variabel penting yang
perlu diperhatikan sehubungan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan,

khususnya kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

1.2. Rumusan Masalah

Profil mengenai ketimpangan dapat memberikan informasi tentang
homogenitas dari berbagai kelompok hingga menjadi unsur yang penting dalam
merancang intervensi kebijakan (Haughton & Khandker, 2012). Fenomena
ketimpangan antardaerah yang terjadi di Pulau Sumatera merupakan situasi
permasalahan pokok pembangunan yang harus diatasi dan perlu mendapat
perhatian dari berbagai pihak (stakeholders) karena implikasinya yang buruk bagi
kelangsungan roda perekonomian. Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja
pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Sumatera secara umum cenderung
mengalami perlambatan dan juga masih menghadapi tingkat pengangguran yang
relatif tinggi. Ketiga variabel tersebut (ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan
pengangguran) merupakan variabel penting yang saling terkait berdasarkan teori
maupun hasil riset terdahulu sehingga fokus penanganan terhadap permasalahan
ketimpangan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sangat relevan.

Dalam kerangka sistem desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah
Daerah sebagai pembuat dan eksekutor kebijakan dipandang perlu berupaya untuk
menurunkan ketimpangan dan pengangguran, serta mengakselerasi pertumbuhan

ekonomi. Instrumen ini sebagai wujud dalam mendorong kemajuan dan



23

pemerataan pembangunan ekonomi agar pada akhirnya dapat mencapai tujuan

peningkatan kesejahteraan (welfare) masyarakat secara umum. Berdasarkan hal

tersebut maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a.

Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran,
desentralisasi fiskal, penduduk, perdagangan, sektor basis, sumber daya alam,
dan pemekaran daerah terhadap ketimpangan kabupaten/kota di Pulau

Sumatera?

. Bagaimana pengaruh ketimpangan, tingkat pengangguran, angkatan kerja, dan

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
Bagaimana pengaruh ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan

inflasi terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Pulau Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini

bertujuan untuk:

a.

Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan
ekonomi, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal, penduduk, perdagangan,
sektor basis, sumber daya alam, dan pemekaran daerah terhadap ketimpangan

kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh ketimpangan, tingkat

pengangguran, angkatan kerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Pulau Sumatera.
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c. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh ketimpangan,
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran

kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun
secara praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, kontribusi penting penelitian ini terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam literatur ilmu ekonomi
pembangunan kawasan, adalah sebagai berikut.

a. Memberikan informasi mengenai situasi ketimpangan antardaerah yang
ditinjau dari sisi sektor basis ekonomi daerah, sumber daya alam, serta
status pemekaran daerah.

b. Mengembangkan model keterkaitan baik secara langsung maupun tidak
langsung antar variabel ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan
pengangguran serta variabel eksogen lainnya.

c. Mengembangkan aplikasi teori ekonomi yang terkait dengan variabel

ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

1.4.2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.
a. Sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi bagi pihak berkepentingan

(stakeholders) dan pemangku kebijakan dalam melahirkan kebijakan yang
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lebih tepat sasaran dalam upaya menurunkan ketimpangan dan
pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi
Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera.

. Sebagai bahan informasi dan alternative literature bagi penelitian
selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan model
keterkaitan antara ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat

pengangguran.
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